PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MUCIKARI DI






 Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dikemukakan dalam 
bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa: 
1. Penegakan hukum pidana oleh POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta 
dapat ditinjau dalam aspek: 
a. Penegakan Hukum Pidana kepada Mucikari oleh POLDA Daerah 
Istimewa Yogyakarta Pada Umumnya. 
 POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu 
lembaga yang melakukan penegakan hukum di wilayah Daerah 
Istimewa Yogyakarta. POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta 
sebagai salah satu komponen dari masyarakat yang memiliki 
kompetensi dalam bidang hukum pidana, melalui kegiatan-
kegiatannya. Kegiatan-kegiatan tersebut, antara lain: 
1) Melakukan pemantauan/pengawasan (Monitoring) 
terhadap situasi dan kondisi di lingkungan masyarakat. 
2) Menerima aduan/laporan dari masyarakat. 
3) Melakukan penyelidikan. 
4) Melaksanakan operasi. 
5) Memberikan Penyuluhan dan pembinaan. 
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POLDA Daerah Istilnewa Yogyakarta serlng lnelakukan
OperasiCipta Kondisi dan ,Operasi Pekat untuk menangkap para
peIal<u prostitusi terutalna lllucikari. Mucikari yangditangkap oleh
kepolisian dan terbukti Inelakukan tindak pidana prostitusi, dijerat
dengan Pasal 296,dan/atau Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana.
2. Faktor yallg 111enyebabkan teljadinyapraktik prostitusi di 'Daerah Istimewa
Yogyakarta,yaitu:
Faktorekol10mi sebagai faktor· utalna yang bcrperan mendorong para
pelaku prostitusi Inelakukan kegiatan tersebut. Para· pelaku prostitusi
melakukan kegiatan tersehut. karena inginmendapatkan uang secara cepat
namun tidakmemerlukan tenaga' yang sangat besar.Pendapatan yang
diperoleh pelakuprostitusi biilsanya dariRp.200.000 hingga Rp.6.500.000
dan tergantung jenis kencanl1ya.'Para pelaku prostitusi meiakllkan ·tilldak
pidana tersebut biasanya yang melakukan merupakan perempuan yang sedang
menjalani kuliah yang m.embutuhkan uang uniukmembayar uang kuliah atau




Berdasarkan kesimpulan tersebut di· atas, peneliti memberikan saran-saran
sebagaiberikut:
1. BagiPOLDA Daerah Istilnewa Yogyakarta
POLDA Daerah IstimewaYogyakarta perlu Ineningkatkan upaya
untllk memberantas tindak pidana terutama tindak pidana prostitusi agar tidak
Iebih banyak dan untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan tentraln kepada
masyarakat. POLDADaerah Istilnewa Yogyakarta perlu Inemperbanyak
operasi kepada parapelakuprostitusi agar bisa Inemberikan tasa jera.dan tidak
melakukan tindak pidana tersebllt.
2. BagiPemerintah Indonesia
Pemerintah Indonnesia hams cepat membuat peraturan barumengenai
tindak pidana prostitusi agar mempunyaiefek jera yangberartikepada semua
·pelakuprostitusi untuk tidak melakukallnyalagi
3. Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta
Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta perlu meningkatkan peran
sertanya dalampenegakan hukum pidana dengan berperan lcbih al(tif u~tuk
melapor kepada kepolisiandalam rangka membera11tas tindak pidana
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